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Abstract 
The purpose of this study is to determine the effect of the formal knowledge of 
taxpayers and taxpayer awareness on compliance of vehicle taxpayers in the institution 
of  Samsat Polda in South Jakarta. The data used is primary data by distributing 
questionnaires to the Vehicle Taxpayer registered in the Office of South Jakarta Police 
Samsat. The populations that will be the object of research are all vehicle taxpayers 
registered in the Office of Samsat Polda in South Jakarta until the period of December 
2016. The sampling technique used is accidental sampling. This research uses linear 
regression analysis method. The results of the research showed that the formal 
knowledge of taxpayers have a significant positive effect on compliance of vehicle 
taxpayers. The results of this study also concluded that the formal knowledge of 
taxpayers, and awareness of taxpayers significantly affect the compliance of vehicle 
taxpayers simultaneously. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Pajak adalah pungutan negara dari masyarakat yang sifatnya memaksa karena 
sebagian besar penerimaannya digunakan untuk membiayai negara (Siahaan dan 
Marihot, 2010). Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk 
meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini 
merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya salah satunya dengan 
ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar 
penerimaan pajak maksimal. Peran serta masyarakat ditandai dengan penyelenggaraan 
otonomi daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah (Susilawati,Ketut Evi,dan 
(Budiartha, 013). Dengan sistem pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu dan 
meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga 
masyarakat adil , makmur dan sejahtera dapat terwujud (Dharma, 2014). 
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pajak daerah dan retribusi daerah 
merupakan sumber yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan perintah 
daerah dan pembangunan daerah untuk bisa menyelenggarakan otonomi daerah yang 
nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab (Dharma, 2014). Pemberian kewenangan 
dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong 
pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah 
(PAD), khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang 
memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah (Dharma, 
2014). Pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli 
daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. 
Pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari daerah mengalami peningkatan 
yang cukup tinggi dari tahun ketahun. Beberapa faktor yang mendorong sehingga 
jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain kemampuan 
masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah 
menjadi kebutuhan primer masyarakat, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor 
sangat mudah. Pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat 
yang sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan, namun fenomena yang 
terjadi adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun tidak 
diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan 
kewajiban nya dalam membayar pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang 
terjadi di negara ini menyebabkan kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak. 
Kondisi ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak 
yang dibayarkannya diselewengkan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab (Arum, 
2012), maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak 
lebih mengerti akan manfaat pajak. Baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk 
pembangunan Negara. 
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Mengacu pada latar belakang maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah pengetahuan formal wajib pajak dan kesadaran wajib pajak  
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor di Jakarta 
Selatan. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tinjauan  Pajak secara Umum 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak didefinisikan sebagai 
berikut: 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011), ada dua fungsi 
pemungutan pajak yaitu : 
a. Peran Budgetair (Penerimaan) 
Pengeluaran-pengeluaran negara dibiayai oleh Pajak yang merupakan sumber dana 
bagi pemerintah.  
b. Peran Regulered (mengatur) 
Dalam mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam 
bidang sosial dan ekonomi dibutuhkan Fungsi Pajak.    
Sistem pemungutan pajak Mardiasmo (2011) memiliki beberapa sistem 
pemungutan pajak: 
a. Self Assessment System 
Self  Assessment  System  adalah  suatu kewenangan dalam sistem pemungutan pajak 
yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. 
b. Official Assessment System 
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak. 
c. Witholding Assessment System 
Witholding Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana yang 
diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang adalah pihak 
ke tiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). 
Menurut Mardiasmo (2011), pajak diklasifikasi dan dikelompokkan menjadi 
beberapa bagian antara lain :  
a. Menurut golongannya 
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang dibebankan oleh wajib pajak sendiri dan tidak 
bisa dilimpahkan kepada orang lain.  
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2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dapat dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain.  
b. Menurut sifatnya 
1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya dan 
memperhatikan keadaaan dari wajib pajak.  
2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan dari wajib pajak.  
c. Menurut lembaga pemungutannya 
1) Pajak  pusat,  yaitu  pajak  yang  dipungut  untuk membayar keperluan rumah 
tangga negara dilakukan oleh  pemerintah  pusat  .  
2) Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  yang  dipungut untuk membayar keperluan rumah 
tangga daerah dan dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah. 
Tarif pajak berbentuk porsentase yang berfungsi dalam menghitung pajak 
terutang. Suparmono dan Damayanti revisi (2015:12) berdasarkan pola persentase 
pajak, tarif pajak terbagi menjadi empat macam yaitu: 
a. Tarif pajak proporsional/sebanding 
Persentasi tarif pajak yang sesuai dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. 
b. Tarif pajak tetap 
Jumlah nominal pajak yang tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. 
c. Tarif pajak degresif 
Persentase tarif pajak yang turun sesuai dengan penurunan dasar pengenaan 
pajaknya. 
d. Tarif pajak progresif 
Persentase tarif pajak yang naik sesuai dengan peningkatan dasar pengenaan 
pajaknya. 
 
Pengetahuan Pajak 
Konsep pengetahuan perpajakan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia 
Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi: 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di 
Indonesia 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011) 
Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan 
perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-
undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka”. 
Menurut Supriyati dan Hidayati, 2008), indikator dari pengetahuan pajak itu 
sendiri terdiri dari :  
1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.  
  2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.  
  3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan 
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Kesadaran Wajib Pajak  
Dalam sistem perpajakan modern kesadaran wajib pajak merupakan faktor 
terpenting (Harahap, 2004: 43). Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk 
membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan 
kesejahteraan umum. Penerangan informasi  dan pelayanan kepada masyarakat sebagai 
wajib pajak agar pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan 
sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak. (Tunggal, 1995: 8).  
Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan 
bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.. Widayati dan Nurlis 
(2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran yaitu kesadaran bahwa pajak 
merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan 
menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari 
pemungutan pajak yang dilakukan. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala 
dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah 
dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaraan perpajakan wajib pajak maka akan makin 
membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. 
.  
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan apabila semua kewajiban perpajakan 
dan hak perpajakan dapat terpenuhi oleh wajib pajak (Rahayu, 2006). Kepatuhan wajib 
pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar 
pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang 
diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak 
menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self 
Asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada 
wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.  
Nurmantu, (2003) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan 
dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya.  
Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh 
menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah 
sebagai berikut : 
1. Dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir telah 
tepat waktu.  
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.  
3. Bebas dari tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun 
terakhir.  
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap 
wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang 
terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.  
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5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh 
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan 
pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.  
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain (Supadmi, 2010):  
1. Pemahaman Terhadap Sistem Self Assesment Dan Ketepatan Membayar Pajak  
Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang 
menjadi kewajibannya. (Supadmi, 2006). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat 
diukur dari elaksanaan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat. 
2. Kualitas Pelayanan  
Kualitas pelayanan dapat diukur dengan terpenuhinya 4K yaitu keamanan , 
kenyamanan,kelancaran dan kepastian hukum dengan kemampuan memberikan 
pelayanan yang memuaskan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya 
yang dimiliki oleh aparat pajak.  
3. Tingkat Pendidikan  
Tingkat rendahnya pendidikan ditandai dengan banyaknya wajib pajak yang 
enggan untuk menyelenggarakan pembukuan dan tidak mau melaksanakan 
kewajiban pajak karen kurangnya pemahaman atas sistem perpajakan yang berlaku 
dan sebaliknya  tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan 
menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan 
perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku..  
4. Presepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan  
Agar kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak terpelihara perlu 
diberlakukan sanksi perpajakan dan sanksi perpajakan dalam undang-undang 
perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. 
 
Kerangka Berpikir dan Hipotesis 
Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di dapat, wajib pajak akan 
membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan. Penelitian yang 
dilakukan oleh Ilhamsyah dkk. (2016) dan Ihsan (2013) menunjukkan bahwa variabel 
pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah: 
H1: Pengetahuan formal wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak pengguna kendaraan bermotor. 
 
Apabila wajib pajak memiliki kesadaran tentang pentingnya peran perpajakan 
dalam memajukan perekonomian, maka wajib pajak akan memiliki kepatuhan dalam 
melakukan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) 
menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi 
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kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan naik.. Berdasarkan 
penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah: 
H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
pengguna kendaraan bermotor. 
 
      
      
 
 
 
 
 
Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 
Sumber: data diolah 
 
3. METODOLOGI 
 
Jenis dan Data Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan  melakukan  uji  
hipotesis.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer dengan cara membagikan 
kuesioner kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samdat 
Polda Jakarta Selatan.Objek penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor 
yang terdaftar di Kantor Samsat Polda di Jakarta Selatan sampai dengan periode Desember 
2016,. Teknik sampling yang dipergunakan adalah accidental sampling, Sampel yang 
diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor 
roda dua dan roda empat. 
 
Definisi Operasional Dan Pengukurannya 
1. Variabel Dependen 
Kepatuhan Perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya 
(Christina dan Kepramareni, 2012). Terdapat empat indikator kepatuhan pajak dalam 
penelitian ini, dimana pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan 
pertanyaan yang dikembangkan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) dengan 
menggunakan Skala Likert.  
 
2. Variabel Independen 
a. Pengetahuan Formal Perpajakan  (X2)  
Pengetahuan formal perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai 
hukum,undang-undang,dan tata cara perpajakan yang benar (Ihsan,2013.) 
Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan pertanyaan yang 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Pengguna Kendaraan 
Bermotor Kesadaran Wajib Pajak    
Pengetahuan Formal 
Wajib Pajak 
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dikembangkan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) dengan menggunakan Skala 
Likert. Pengukuran dengan menggunakan skala likert menggunakan skala 1-5. 
b.  Kesadaran Wajib Pajak (X1) 
Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk 
memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan 
ikhlas (Susilawati dan Budiartha,2013). Pengukuran variabel kepatuhan wajib 
pajak menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Wardani dan Rumiyatun 
(2017) dengan menggunakan Skala Likert. Pengukuran dengan menggunakan skala 
likert menggunakan skala 1-5.  
 
Metode Analisis Data 
Uji Instrumen 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Sebelum 
suatu instrumen penelitian disebarkan lebih luas, terlebih dahulu harus dilakukan uji 
coba untuk mengukur reliabilitas dan validitas dari alat ukur tersebut. Reliabilitas 
berkaitan dengan konsistensi, akurasi, dan prediktabilitas suatu alat ukur, sedangkan 
validitas berkaitan dengan apakah alat ukur yang digunakan mengukur apa yang 
seharusnya diukur (Hermawan, 2006). 
 
Uji Validitas 
Pengujian validitas ini dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator 
terhadap nilai totalnya dengan menggunakan rumus teknik korelasi product momen.  
 
Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan sebagai instrumen untuk mengukur suatu konsep dan 
menaksir kesesuaian pengukuran. Uji reliabilitas dari setiap konstrak yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan bantuan software 
SPSS versi 17.  
 
Uji Hipotesis  
Penelitian ini menggunakan model analisis koefisien regresi berganda untuk 
menganalisis pengaruh pengetahuan formal perpajakan, dan kesadaran wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam hal ini disusun dalam 
bentuk persamaan berikut :  
 
Kepatuhan Wajib Pajak = α + b1Pengetahuan Formal Perpajakan+ b2Kesadaran Wajib 
Pajak + e 
Keterangan :  
α = Koefisien konstanta  
b1-b2 = Koefisien regresi variabel  independen 
e = error 
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Sesuai dengan dua hipotesis yang dikemukakan peneliti didepan, maka pengujian 
hipotesis dilakukan dengan Pengujian Ketepatan Perkiraan (Goodness of Fit Test) 
untuk menghasilkan Koefisien Determinasi ( adjR2), selanjutnya untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel independen terhadap dependen dilakukan pengujian koefisien 
regresi Secara simultan (Uji F) serta pengujian koefisien regresi parsial (Uji t) 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif Pengguna Kendaraan Bermotor 
Rata-rata dari 100 responden pengguna kendaraan bermotor yang memiliki 
mobil memiliki frekuensi tertinggi sebanyak 71 orang dengan persentase 71%, 
sedangkan yang memiliki kendaraan mobil dan motor hanya sebesar 29 orang dengan 
persentase 29%. Mengacu pada data jenis kelamin dari 100 responden maka terlihat 
responden berjenis kelamin pria memiliki frekuensi tertinggi sebesar 68 orang dengan 
persentase 68% sedangkan laki-laki sebesar 32 orang dengan persentase 32%. Dari 100 
responden berkaitan dengan cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 
umumnya responden yang melakukan pembayaran secara sendiri sebesar 65 orang 
dengan persentase 65%, hanya 35 orang responden dengan persentase 35% yang 
menggunakan bantuan tenaga ahli untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor. 
Tabel 1 
Pengetahuan Peraturan Formal Pajak 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.0 1.0 1.0 
 Tidak Setuju 3 3.0 3.0 4.0 
 Cukup Setuju/Netral 25 25.0 25.0 29.0 
 Setuju 59 59.0 59.0 88.0 
 Sangat Setuju 12 12.0 12.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  
Sumber : data diolah  SPSS 17, 2017 
 
Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa dari 100 responden 
pengguna kendaraan bermotor yang memiliki mobil memiliki frekuensi tertinggi 
sebanyak 71 orang dengan persentase 71%, sedangkan yang memiliki kendaraan mobil 
dan motor hanya sebesar 29 orang dengan persentase 29%. 
Tabel 2 
Kesadaran Wajib Pajak 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.0 1.0 1.0 
 Cukup Setuju/Netral 5 5.0 5.0 6.0 
 Setuju 42 42.0 42.0 48.0 
 Sangat Setuju 52 52.0 52.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  
Sumber : data diolah SPSS 17, 2017 
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Tabel 2 memperlihatkan 52 orang responden pengguna kendaraan bermotor 
menyatakan sangat setuju mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak dalam 
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, 42 orang responden pengguna 
kendaraan bermotor menyatakan setuju,hanya 1 orang responden pengguna kendaraan 
bermotor yang menyatakan tidak setuju mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak 
dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.  
Tabel 3 
Kepatuhan Formal Wajib Pajak 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Cukup Setuju/Netral 18 18.0 18.0 18.0 
 Setuju 66 66.0 66.0 84.0 
 Sangat Setuju 16 16.0 16.0 100.0 
 Total 100 100.0 100.0  
Sumber : data diolah, SPSS17,  2017 
 
Tabel 3 memperlihatkan bahwa dari 100 responden berkaitan dengan cara 
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor umumnya responden yang 
melakukan pembayaran secara sendiri sebesar 65 orang dengan persentase 65%, hanya 
35 orang responden dengan persentase 35% yang menggunakan bantuan tenaga ahli 
untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
 
Tabel 4 
Pengetahuan Peraturan Formal Pajak 
Data Frekuensi Persentase 
Sangat tidak setuju 1 1,0 
Tidak setuju 3 3,0 
Cukup setuju/Netral 
Setuju 
Sangat setuju 
Total 
25 
59 
12 
100 
25,0 
59,0 
12,0 
100,0 
Sumber : data diolah, SPSS 17, 2017  
 
 Tabel 4 mendeskripsikan bahwa responden pengguna kendaraan bermotor 
umumnya menyatakan setuju mengenai pengetahuan peraturan formal pajak dengan 
persentase jawaban sebesar 59%. 
Tabel 5 
Pengetahuan Peraturan Formal Pajak 
Data Frekuensi Persentase 
Tidak setuju 1 1,0 
Cukup setuju/Netral 
Setuju 
Sangat setuju 
Total 
5 
42 
52 
100 
5,0 
42,0 
52,0 
100,0 
Sumber : data diolah, SPSS 17, 2017 
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 Tabel 5 mendeskripsikan bahwa 52 orang responden pengguna kendaraan 
bermotor menyatakan sangat setuju mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak dalam 
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, 42 orang responden pengguna 
kendaraan bermotor menyatakan setuju, hanya 1 orang responden pengguna kendaraan 
bermotor yang menyatakan tidak setuju mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak 
dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
 
Tabel 6 
Kepatuhan Formal Pajak 
Data Frekuensi Persentase 
Cukup setuju/Netral 
Setuju 
Sangat setuju 
Total 
18 
66 
16 
100 
18,0 
66,0 
16,0 
100,0 
Sumber : data diolah, SPSS 17,2017 
 
Tabel 6 mendeskripsikan bahwa 66 orang responden pengguna kendaraan 
bermotor umunya menyatakan setuju terhadap kepatuhan untuk melakukan 
pembayaran pajak. 
 
Uji Instrumen 
A. Uji Validitas 
Hasil pengujian validitas untuk konstruk pengetahuan formal peraturan pajak 
adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 7 
Uji Validitas Variabel Pengetahuan Formal Peraturan Pajak 
Konstruk 
Koefisien 
Korelasi 
p-value Keputusan 
1. PPFP 1 0,748 0,000 Valid 
2. PPFP 2 0,708 0,000 Valid 
3. PPFP 3 0,757 0,000 Valid 
4. PPFP 4 0,823 0,000 Valid 
5. PPFP 5 0,812 0,000 Valid 
Sumber : data diolah, SPSS 17, 2017 
 
 Berdasarkan Tabel 7, item-item pernyataan diatas memiliki p-value < 0.05. Hal 
ini membuktikan bahwa dari 5 butir pertanyaan PPFP 1, PPFP 2, PPFP 3, PPFP 4, 
PPFP 5 variabel penelitian pengetahuan formal peraturan pajak dinyatakan valid. 
 
Hasil pengujian validitas untuk konstruk kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut : 
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Tabel 8 
Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak 
Konstruk 
Koefisien 
Korelasi 
p-value Keputusan 
1. KWP 1 0,762 0,000 Valid 
2. KWP 2 0,796 0,000 Valid 
3. KWP 3 0,664 0,000 Valid 
4. KWP 4 0,663 0,000 Valid 
Sumber : data diolah, SPSS 17, 2017 
 
 Berdasarkan Tabel 8, item-item pernyataan diatas memiliki p-value < 0.05. Hal 
ini membuktikan bahwa bahwa dari 4 butir pertanyaan KWP 1, KWP 2, KWP 3, KWP 
4 variabel penelitian kesadaran wajib  pajak dinyatakan valid. 
Hasil pengujian validitas untuk konstruk kepatuhan formal wajib pajak adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 9 
Uji Validitas Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak 
Konstruk 
Koefisien 
Korelasi 
p-
value 
Keputusan 
1. KFWP 1 0,863 0,000 Valid 
2. KFWP 2 0,830 0,000 Valid 
3. KFWP 3 0,788 0,000 Valid 
4. KFWP 4 0,627 0,000 Valid 
Sumber : data diolah, SPSS 17, 2017 
  
Berdasarkan Tabel 9, item-item pernyataan diatas memiliki p-value < 0.05. Hal 
ini membuktikan bahwa bahwa dari 4 butir pertanyaan KFWP 1, KFWP 2, KFWP 3, 
KFWP 4 variabel penelitian kepatuhan formal wajib pajak dinyatakan valid. 
 
Uji Reliabilitas 
Tabel 10 
Hasil Uji Reliabilitas 
Konstruk Items Cronbach’s Coefficient  Alpha Keputusan 
Pengetahuan Formal Peraturan Pajak 5 item 0,8209 Reliabel 
Kesadaran Wajib Pajak 4 item 0,6940 Reliabel 
Kepatuhan Formal Wajib Pajak 4 item 0,7793 Reliabel 
Sumber : data diolah, SPSS 17, 2017 
 
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha variabel 
pengetahuan formal peraturan pajak dengan 5 indikator memiliki nilai CA sebesar 
0,8209, variabel kesadaran wajib pajak dengan 4 indikator memiliki nilai CA sebesar 
0,6940, danvariabel kepatuhan formal wajib pajak dengan 4 indikator memiliki nilai 
CA sebesar 0,7793 lebih  besar nilai cut off Cronbach’s Alpha yaitu 0,6 sehingga 
seluruh variabel dinyatakan reliabel. 
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Pengujian Hipotesis 
Dari hasil pengolahan regresi berganda diketahui bahwa koefisien determinasi 
Adj R2 = 0,074. Artinya seluruh variabel independen, mampu menjelaskan variasi dari 
variabel dependen (kepatuhan formal wajib pajak) sebesar 7,4% sedangkan sisanya 
(100%-7,4%=92,6%), mampu dijelaskan oleh faktor-faktor lain . 
 
Tabel 11 
Koefisien Determinasi  (Pengujian Model Fit)  
R square Adjusted r square 
0,093 0,074 
   Sumber : Data diolah, SPSS 17, 2017 
 
1) Uji F (Uji Serentak) 
Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara seluruh variabel 
independen (pengetahuan formal peraturan pajak, kesadaran wajib pajak) terhadap 
variabel dependen (kepatuhan formal wajib pajak). 
 
Tabel 12  
      Uji F (Uji Serentak) 
p-value Kesimpulan 
0,009 Ho ditolak 
Sumber : Data diolah, SPSS 17 2017 
 
Dari pengujian Regresi dengan melihat tabel Anova, diketahui bahwa p-value  
sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, yang berarti secara bersama-sama 
terdapat pengaruh yang signifikan antara (pengetahuan formal peraturan pajak, 
kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan formal wajib pajak). 
 
2) Uji Parsial (Uji T) 
Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel tidak bebas. Hasil uji t adalah sebagai berikut: 
Kepatuhan Formal Wajib Pajak  = 12,639 + 0,197 Pengetahuan Formal Peraturan 
Pajak - 0,040 Kesadaran Wajib Pajak + e 
 
Tabel 13 
Hasil Uji Parsial 
Variabel T p-value Kesimpulan 
Konstanta 12,639   
Pengetahuan Formal Peraturan Pajak 3,116 0,002 Ho ditolak (ada pengaruh positif signifikan) 
Kesadaran Wajib Pajak - 0,405 0,086 Ho gagal ditolak (tidak ada pengaruh 
signifikan dan negatif) 
Sumber : Data diolah , SPSS 17, 2017 
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 Hipotesa 1 : 
Dari hasil uji t diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan 
formal wajib pajak positif sebesar 0,197 berarti jika semakin banyak pengetahuan yang 
dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan maka wajib pajak tersebut akan semakin 
patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. P-value 0,002 lebih kecil dari 0,05 
maka Ho ditolak, yang berarti pengetahuan formal wajib pajak memiliki pengaruh  
yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan 
yang baik akan cenderung patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor di wilayah Jakarta Selatan. Hasil yang positif menunjukkan bahwa 
pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun 
non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar 
pajak.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah 
dkk.,(2016) dan Ihsan (2013) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib 
pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Hipotesa 2: 
Tabel  diatas menunjukkan nilai p-value 0,086 lebih besar dari 0,05 maka Ho 
gagal ditolak, yang berarti kesadaran wajib pajak tidak memiliki  pengaruh  yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor. Dari hasil uji 
t diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak negatif 
sebesar 0,040 berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka wajib pajak 
tersebut akan cenderung tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 
Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa 
penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan 
penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Jatmiko,2006). 
Sehingga walaupun wajib pajak memiliki kesadaran kesadaran yang tinggi namun 
wajib pajak cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau 
melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari 
diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, 
masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor 
bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya pemerintahan yang 
mengurusi segala kepentingan rakyat.  
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Amanda  dan 
Jati  (2012) yang menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun 
hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Robin (2013) yang 
menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
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5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pengetahuan formal wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak pengguna kendaraan bermotor. 
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor.  
3. Secara simultan menyatakan bahwa Pengetahuan formal wajib pajak dan 
Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna 
kendaraan bermotor. 
 
Implikasi  
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan sebagai bahan 
pertimbangan bagi Samsat Polda Jakarta Selatan utuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat akan pentingnya pajak diantaranya dengan cara melakukan upaya 
sosialisasi perpajakan yang menarik dan inovatif yaitu berupa seminar, pelatihan serta 
mengkaji kembali peraturan perpajakan. 
 
Saran 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang juga 
turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat menambahkan variabel-
variabel lain sehingga akan lebih bervariasi seperti sanksi pajak,sikap wajib 
pajak,reformasi perpajakan. 
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